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PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 42 TAHUN 2017 

TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA MAKASSAR, 
 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas, fungsi, dan wewenang 
pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota. 

Makassar, maka dipandang perlu dilakukan perubahan 
terhadap hak keuangan dan administratif pimpinan dan 
anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya 

terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi 
berdasarkan Laporan Akhir Hasil Penelitian Pasar (market 
research) oleh Tim Apraisal Kantor Jasa Penilai Publik dengan 

perkembangan ekonomi saat ini; 

b. bahwa untuk menyesuaikan dan dengan adanya beberapa 

ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 42 
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan 
Administratif Pimpinan Dan Anggota. Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, maka dipandang perlu untuk diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota 

Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Makassar Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak 

Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan/atau dalarn Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ 

atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6485);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang 
Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar Dan 
Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maras Dan Pangkajene dan 

Kepulauan Dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar 
dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);   

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota DPRD Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2017 Nomor l);  

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 
Nomor 7); 

16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 42 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota 

Makassar Tahun 2017 Nomor 42); 

17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022 (Berita 
Daerah Tahun 2021 Nomor 108). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 
ATAS NOMOR 42 TAHUN 2017 PELAKSANAAN HAK 
KEUANGAN DAN ADMlNISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 

Pasal 1 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 42 Tahun 
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Makassar 
Tahun 2017 Nomor 42), diubah sebagai berikut:  
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Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 

 
DR. Daniati, S.STP., M.H 

Nip. 19800508 199912 2 002 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6  

(1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapan bagi 
pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.  

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyiapkan rumah negara 
dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan 
dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap bulan sesuai 
dengan hasil penetapan Tim Aprisal, dengan ketentuan:  

a.  Pimpinan DPRD, sebesar Rp l8.350.000,00 (Delapan belas juta tiga 
ratus lima puluh ribu rupiah); dan  

b.  Anggota DPRD, sebesar Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah).  

2. Ketentuan dalam ayat (2} Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 8 

(1) Setiap Anggota DPRD mendapat tunjangan Transportasi.  

(2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 
setiap bulan dengan besaran sesuai dengan hasil penetapan Tim 

Apraisal, sebesar Rp17.500.000,00 (Tujuh belas juta lima ratus ribu 
rupiah). 

Pasal 2 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 

 
Ditetapkan di Makassar 

 pada tanggal 6 Januari 2022 
WALI KOTA MAKASSAR, 

   TTD 
 

MOH. RAMDHAN POMANTO 

Diundangkan di Makassar 
 pada tanggal 6 Januari 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 

        TTD 

M. ANSAR 

BARITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022  NOMOR 1 


